
Menimbang 

BUPATI LAMONGAN 
PRO VIN SI JAW A TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 41 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

[ SALINAN) 

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 

telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-

2026; 
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 123 ayat ( 1) dan ayat (2) P~raturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah . tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2021-2026 dala·m Peraturan Bupati. 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negera Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817) ; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ; 
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1540); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor1447); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 288) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2012 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 ten tang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018 Nomor 4) ; 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah KabupatenLamonganTahun 2021 -

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2021 Nomor 10). 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 

2021-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 

3 . Bupati adalah Bupati Lamongan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lamongan. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD 

adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan. 

6 . Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut 
RPJMD Lamongan adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Lamongan untuk 

periode 5 (l!ma) tahunan yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil 
Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW 
Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD 
Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya . 

7 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
--

selan ju tnya disingkat dengan Renstra PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lamongan yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perericanaan untuk periode 1 (satu) tahun 

atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan daerah. 

9. Rencana Kerja 
Lamongan yang 

Perangkat Daerah Kabupaten 
selanjutnya disebut Renja PD 
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adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 

pembangunan daerah. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahunan. 

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari Pencapaian Hasil (Outcome) Program 

Perangkat Daerah. 

14. Strategi adalah langkah berisikan program-program 

sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah untuk mencapai sasaran. 

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 

Penyelenggaraan Pemerintah 

dilaksanakan secara bertahap 

sasaran RPJMD. 

Daer ah yang 

untuk mencapa1 

17. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai .hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

18. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian 

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 

perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran 

(Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatuProgram. 

19. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, 

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun 

keluaran dan dampak yang tercantum didalam 

dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang 
hendak dicapai dan tidak kaku . 

20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang 
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat 
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atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renstra PD Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen 
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai 
penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. 

(2) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) merupakan kumpulan dari Renstra 

masing-masing PD di Lingkungan Pemerintah Daerah 

yang meliputi: 

a. Sekretariat : 
1. Sekretariat Daerah; 

a) Bagian Tata Pemerintahan; 

b) Bagian Kerjasama; 
c) Bagian Hukum; 

d) Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

e) Bagian Perekonomian; 

f) Bagian Sumber Daya Air; 
g) Bagian Administrasi Pembangunan; 
h) Bagian Umum; 

i) Bagian Organisasi; 
j) Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

k) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 
2. Sekretariat DPRD. 

b. Dinas Daerah : 
1. Dinas Pendidikan; 
2. Dinas Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 

4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; 

5 . Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Cipta Karya; 

6. Dinas Perhubungan; 
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
8. Dinas Sosial; 

9. Dinas Tenaga Kerja; 
10. Dinas Koperasi dan U saha Mikro; 

11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
12 . Dinas Pemuda dan Olahraga; 
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
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14. Dinas Perikanan; 

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 

17. Dinas Lingkungan Hidup; 

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

20. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; 

23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

c. Lembaga Teknis Daerah : 

1. Inspektorat; 

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, 

dan Pengembangan Daerah; 
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia; 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

6. Badan Pendapatan Daerah; 

7. RSUD Dr. Soegiri; 

8. RSUD Ngimbang; 
d. Satuan Polisi Pamong Praja. 

e. Lembaga Lain : 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

f. Kecamatan: 

1. Kecamatan Lamongan; 

2. Kecamatan Babat; 

3. Kecamatan Paciran; 

4. Kecamatan Brondong; 

5. Kecamatan Turi; 

6. Kecamatan Pucuk; 

7. Kecamatan Sukodadi; 

8. Kecamatan Tikung; 

9. Kecamatan Deket; 

10. Kecamatan Kalitengah; 

11. Kecamatan Kembangbahu; 

12. Kecamatan Mantup; 

13. Kecamatan Modo; 
14. Kecamatan Bluluk; 
15. Kecamatan Karangbinangun; 
16. Kecamatari Glagah; 
17. Kecamatan Ngimbang; 
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18. Kecamatan Sugio; 

19. Kecamatan Karanggeneng; 

20. Kecamatan Sambeng; 

21. Kecamatan Kedungpring; 

22. Kecamatan Laren; 

23. Kecamatan Sekaran; 

24. Kecamatan Sarirejo; 

25. Kecamatan Sukorame. 

26. Kecamatan Solokuro; 

27. Kecamatan Maduran; 

Pasal 3 

(1) Renstra PD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan 

Pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan 
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD serta 

bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada: 

a. RPJMN Tahun 2020-2024; 

b. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; 

c . RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 -2026; 

dan 

d. Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non 

Kernen terian. 
(2) Renstra PD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi 

perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 4 

(1) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 menjadi pedoman PD dalam menyusun 

RKPD. 

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

BAB II 
BAB III 

BAB IV 
BABV 

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah 
Tujuan dan Sasaran 
Strategis dan Arah Kebijakan 
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BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta 
Pendanaan; 

BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 
dan 

BAB VIII: Penutup 

Pasal 5 

Isi dan Uraian Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PENGEl'tDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

( 1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan Renstra PD. 

(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. 

(3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil 
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan 

menyampaikan rekomendasi langkah-langkah 
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala 

PD. 
(4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut 

perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
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Peraturan Bupati m1 mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 

penempatannya 
Lamongan. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 24 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
MOH. NALIKAN 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 24 September 2021 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2021 NOMOR 41 


